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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi 

Daerah (Bapperida) Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini 

berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Secara substantif Laporan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten 

Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka 

mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang 

menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran 

Bapperida Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean 

Government dan Good Governance. 
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Akhir kata, semoga Laporan Perjanjian Kinerja ini bermanfaat dan 

dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan 

penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan 

khususnya di bidang perencanaan. 
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I. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan 

berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh 

instansi pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata 

niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun 

preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi 

dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola 

komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara 

sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan 

sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya 

transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi 

pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk 

mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target 

kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat 

eselon dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang 

mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapain 

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah 

ditetapkan. Laporan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten 

Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju 

pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dengan 

menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, 
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partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

1.2 Gambaran Umum 

Bapperida merupakan unsur pemerintahan daerah yang 

bertugas melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan 

bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. 

1.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 

2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Purwakarta terdiri dari : (1) Unsur Pimpinan, yaitu Kepala 

Badan yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati 

melalui Sekda (2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Keuangan dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, (3) Para Kepala Bidang yang terbagi atas Kepala Bidang 

Sarana dan Prasarana Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional, 

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

dan Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Bidang Perencanaan, 

Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dan Kelompok 

Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bapperida Kabupaten Purwakarta. Secara rinci Susunan 

Organisasi Bapperida Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Keuangan; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 
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c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana. 

  



 

I-1 
PERJANJIAN KINERJA BAPPERIDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Purwakarta 
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1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja 

Bapperida Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah : 

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV 

dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bapperida 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025; dan 

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perencanaan yang 

tercantum dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 

dan Renstra Bapperida Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026. 

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Perjanjian Kinerja 

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 terdiri dari : 

BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Gambaran Umum, 

Struktur Organisasi dan  Ruang Lingkup 

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat Informasi 

tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja 

(Cascading Kinerja) 

BAB III Penutup 
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II. BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

2.1 Rencana Strategis 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan 

strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten 

Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan 

sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan 

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam 

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan 

Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Bupati 

Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan 

kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023, dalam hal ini 

sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 

Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada 

Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). 

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan 

dengan perencanaan masa transisi sebelum terpilihnya Kepala Daerah 

melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara 

sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam 

bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, 

efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi 

untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan 

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran 

pembiayaan. 
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2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta 

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut 

ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar 

dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, 

inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang 

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan instansi Pemerintah. 

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, Analisa 

sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu 

strategi aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2005-2025, Visi dan Misi pada RPJPD 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yaitu : 

Visi Kabupaten Purwakarta 

“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL 

KARIMAH”. 

Misi Kabupaten Purwakarta 

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan 

Berakhlakul Karimah; 

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas 

Lingkungan Hidup; 

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya 

Saing dan Berbasis Potensi Lokal; 

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan 

Wilayah; dan 
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Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang 

Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian 

Terhadap Masyarakat. 

2.2.2 Tujuan dan Sasaran 

2.2.2.1 Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 

dengan 3 (ltiga) tahun. Tujuan ditetapkannya dengan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu strategis dan analisa 

permasalahan pembangunan daerah. Tujuan tidak 

harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus 

dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 

masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah 

ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu 

ditetapkan tujuan Bapperida Kabupaten Purwakarta, 

yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran 

yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 

Bersih, Efektif dan Akuntabel; dan 

2) Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah 

yang Selaras, Harmonis, Inovateif dan Berkelanjutan.
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2.2.2.2 Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara 

nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang 

lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih 

pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat 

dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai 

berikut : 

3) Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; dan 

4) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah. 

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu 

ditetapkan tujuan BAPPELITBANGDA Kabupaten 

Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan 

beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling 

terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut :  
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Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

Visi : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH 
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang 

Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian 
Terhadap Masyarakat 

Tujuan 
1. Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik, Bersih, 
Efektif dan Akuntabel 

2. Meningkatnya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Daerah 

Sasaran 
1. Meningkatnya Akuntabilitas 

Publik dan Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

2. Meningkatnya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Daerah 

 

2.3 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan 

Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan 

bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Tahun 2025 

berdasarkan Tugas Pokok Bapperida Kabupaten Purwakarta yaitu 

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi 

Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah. 

Bapperida Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas 

tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1) Perumusan, Penyusunan dan Pelaksanan Kebijakan, Program dan 

Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang 

Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Invensi 

dan Inovasi uang terintegrasi di daerah; 

2) Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan 
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Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, 

Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi 

uang terintegrasi di daerah; 

3) Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 

Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan 

meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta 

Invensi dan Inovasi uang terintegrasi di daerah; 

4) Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup 

Tugas dan Fungsinya. 

Berdasarkan Analisis SWOT, Sasaran Strategis dan Kebijakan 

Bapperida Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang 

selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai 

berikut : 

1) Masih Terdapat Usulan Kegiatan yang Setelah Diinventarisasi Belum 

Sesuai Dengan Rencana Kegiatan yang Telah Dicanangkan Pada 

Renstra maupun Renja Bappelitbangda. 

2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapperida Dalam Pencapaian 

Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data 

Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara 

Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil 

Kajian. 

3) Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Perencana 

Bapperida yang Berkualitas Sehingga Berdampak Pada Kualitas 

Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan. 

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi 

dari Bapperida Kabupaten Purwakarta di dalam melaksanakan program 

dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading 

Kinerja) Bapperida Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat 

sebagimana dalam  lampiran. 
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III. BAB III 

IV. PENUTUP 

Sebagai bagian penutup dari Laporan Perjanjian Kinerja Bapperida 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penyusunan 

laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan 

dan sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari Visi dan  

Misi Kabupaten Purwakarta bagi pejabat eselon yang ada di lingkungan 

Bapperida Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan. 

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki peran yang 

sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai 

panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan 

Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, serta 

sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam 

mendukung pencapaian kinerja. 

 Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, 

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang 

demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan publik. 

Demikianlah Laporan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten 

Purwakarta ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik 

serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan 

ini ke depan. 

 
















































































